BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR & TAHUN 2021
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 avat (4), Pasal 13

Mengingat:

ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat {3), Pasal
18 ayat (3|, Pasal 19 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3]
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan
Bupari Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bungo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi lzin

Mendirikan Bangunan,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanjung Jabung | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomaor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4247);

3. Peraturan.....2
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagemimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 05/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan
Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
276);

g, Peraturan.....3
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O, Peraturan Daerah Kabupaten Bungoe Nomor 18 Tahun 2012
tentang Retribusi [zin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPFATEN BUNGO NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI [ZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

FPaszal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

3.

Dacrah Otonom yang sclanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masvarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Daerah adalah Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Kepala Daerah yang selanjutnyva disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah,

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo vang selanjutnya
disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang menjadi
kewenangan Daerah.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penvelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman
vang menjadi kewenangan Daerah.
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Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang scjenis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun
kegiatan khusus.

Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnva berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak
digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal,

lzin Mendirikan Bangunan Gedung vang selanjutnva disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan
gedung fungsi khusus oleh Pemenntah kepada pemilik bangunan gedung
untuk membangun baru, mengubah, memperiuas, mengurangl, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
teknis yang berlaku.

_Retribusi lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh
Pemerintah Daerah kepade orang pribadi atau badan termasuk merubah
bangunan.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
Qurat Pendaftaran Ohjek Retribusi Daerah, vang selanjutnya dapat disinghat
SPAORD adalah surat yang digunakan olch Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran Retribusi vang terhutang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besamya jumlah pokok
retribusi yang terhutang.
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17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

18.

19

(1)

[2)

(1]

(2]

(3)

(4]
(5)

surat untuk melakukan tagihan retibusi dan/atau sanksi admisnistratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Setoran Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi vang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran vang ditunjuk oleh Bupat,

. Dokumen lain vang dipersamakan adalah bukti pembavaran atau penyetoran

Retribusi vang telah dilakukan wajib Retribusi yang berbentuk karcis, kupon,
struk dan sebagainya.

BAE 11

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2
Struktur Retribusi berdasarkan indeks perhitungan besarnya retribusi
bangunan gedung.
Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran |

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB [l
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPAdORD

Pasal 3

Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir SPAORD dengan jelas,
benar dan lengkap.
Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir SPdORD dengan
disertai dokumen SPdORD.
Dokumen SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) paling sedikit terdin
atas:
a. Data Wajib Retribusi;
b. Data Objek Retribusi;
c. Data usaha; dan
d. Data lainnyva vang diperlukan.
SPAORD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
Bentuk dan isi SPAORD sebagaimana dimaksud pada avat (1] tercantum
dalam Lampiran 11 huruf A vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,

BAB 1V.....6



BAB IV

BENTUK, 1S DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKRD ATAU
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAEAN

Pasal 4

(1) Formulir SPAORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diverifikasi
oleh petugas pada Dinas.

(2) Retribusi ditetapkan dengan SKRD berdasarkan pada hasil verifikasi SPAORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3] SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat data:
a. mnomor SKRED;
b, nama wajib retribusi;
c. alamat wajib retribusi; dan
d. besaran retribusi.

(4] Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dan 3 (tiga)
lembar, yaitu:
a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
b, lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan Dinas; dan
¢, lembar 3 (tiga) untuk Arsip Dinas Perhubungan.

(4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran [l huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata cara Pembayvaran

Pasal 5
(1) Retribusi dibayarkan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
(2) Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kwitansi, kupon atau kartu berlangganan atau sejemisnya.
(3] Retribusi dibayarkan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh
Hepala Dinas.



Bagian kedua
Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Dan
Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 6

(1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui Bank.

(2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran Retribusi dengan cara lain ke Kas
Daerah selain schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tempat pembayaran vang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3] Dalam hal pembayaran dilakukan schagaimana dimaksud pada ayat (2],
wajib retribusi menyampaikan SSRD atau bukti transfer kepada Dinas.

(4] Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanium pada
Lampiran Il huruf C Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Angsuran Retribusi atau penundaan pembayaran Retribusi diberikan
berdasarkan permohonan tertulis berbahasa Indonesia oleh Wajib Retribusi
kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi alasan yang jelas
agar diberikan angsuran Retribusi atau penundaan pembayaran Retribusi.

(3] Permohonan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pesyaratan sebagai
berikut:
a. fotocopy kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dipersamalkan;
b. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
c.  surat pernvataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk

pembayaran angsuran Retribusi.

(4) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari pejabat pada Dinas.

(5] Angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi sebapgaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(6] Penetapan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pajak dan Retribusi Daerah.
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BAB V1
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8
Wajib Retribusi mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang
ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas,
Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
melampirkan bukti-bukti pendukung terdiri dari:
a. fotocopy perhitungan SKRD;
b. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
¢, surat keterangan rio/lurah atau pejabat yang berwenang; dan
d. surat lain vang dianggap penting.
Bupati melalui Kepala Dinas memberikan tanggapan atau keputusan berupa
mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menoclak atas
permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang
ditujukan kepada Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam| bulan
sejalk tanpgal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi.
Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati
melalui Kepala Dinas tidak memberikan tanggapan atau keputusan,
permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap
dikabulkan seluruhnva,
Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayvat (4] ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,

BAB VII
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU SEJENISNYA

Pasal 9

Badan vang menjadi Wajib Retribusi tidak melaksanakan pembayaran
Retribusi berdasarkan SKRD dan/atau STRD dikenakan sanksi admimistratif
berupa pencabutan izin usaha dan/atau sejenisnya,
Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memberikan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diajukan setelah dilakulkan
penagihan Retribusi terhutang.

(4) Permohonan.....9
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2] disertai dengan SKED
dan/atau STRD yang terhutang.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan
pencabutan izin usaha dan/atau scjenisnya oleh Bupati,

Pencabutan izin usaha dan/atau sejenisnva sebagaimana dimaksud pada
avat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG RETRIBUSI, DAN PENERBITAN SURAT
TEGURAN/ PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENISNYA

Pasal 10
Kepala Dinas menerbitkan surat feguran/peringatan/surat lain yang sejemis
sebelum melakukan penagihan Retribust terhutang yang tidak atau kurang
bayar,
Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yvang sejenis sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran.
Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud avat (1) dilakukan oleh
petugas dengan terlebih dahulu menverahkan surat
teguran/peringatan fsurat lain yvang sejenis,
Dalarm  jangka waktu 7 (tujuh) har setelah tanggal surat
teguran,/ peringatan/surat lain vang sejenis Wajib Retribusi berkewajiban
melunasi Retribusi,
Bentuk dan  isi sural teguran/peringatan/surat lain  yang sejenis,
sehagnimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam Lampiran [ huruf D

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Retribusi terhutang vang tidak atau kurang bayar dilunasi meclalui petugas
atau langsung dibayarkan melalui Kas Daerah.
Retribusi terhutang vang tidak atau kurang bayar dilakukan penagihan
dengan menggunakan STRD.
Penagihan Retribusi didahului dengan STRD yang dikeluarkan paling lama 7
(tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain vang sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2] diterima Wajib Retribusi.

(4} Bentuk..... 10
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Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum dalam
Lampiran Il huruf E yang merupakan bagian tidalk terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IX

PENOHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 12

Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD vang tidak

mungkin stau tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Penghapusan piutang Retribusi yvang sudah kadaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi.

Dalam hal Retribusi vang tidak ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas membuat laporan Retribusi yang tidak tertagih kepada Bupati.

Laporan Retribusi yang tidak tertagih sebagaimana vang dimaksud pada ayat

(3) terdiri dari:

a. kronologis pelaksanaan penagiban piutang retribusi;

b. daftar umur piutang;

e, surat keterangan vang menyangkut keberadaan wajib retribusi; dan
keterangan lain vang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya
kadarluarsanyva penagihan Retribusi.

Kepala Dinas melakukan rekapitulasi piutang sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) sebagai dasar pengajuan penghapusan piutang Retribusi.

Pasal 13
Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus
piutang Retribusi karena sudah kadaluwarsa.
Permohonan Sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan dengan
melampirkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan
rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {3).
Penghapusan piutang Retribusi vang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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BAB X
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 14

(1) Pelaksana Retribusi pada Dinas dapat diberikan insentif atas dasar
pencapaian target Retribusi.

{2] Insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo,

{(3) Perhitungan pemberian dan pemanfantan insentifl sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

{(4) Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

[Yitetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 9 - & = 2021

/@f BUPATI BUNGO, /0
o

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 9 - "= 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,
) —
MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR &
- DIKETAHUI OLEH

ALK [1GAS PERUMAHAN DAN LORASAN
TELAH DITELITI SESUAI KETEN LIAN | T Erm:? =y
RASUBHAG PUL, | HAB um | 31 i
TGl i
P =
_ Ll L ¥
i SR LE T | H_INDRA MARDIAN, ST, M.SI

i.* NIP 19680821 1590031003



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR £ TAHUN 2021
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI |1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

RETRIBUSI IMB

A. RUMUS PERHITUNCAN RETRIBUSI IMB

|. Retribusi Pembangunan Bangunan Gedung
= KDB X KBG X HSR X KZB

= [KLB x KTB x KKB| X (FB x KB x WP X (3,5% x HSBON) X (KJ x WB

4. Retribusi rehabilitas bangunan gedung
= KDB X KBG X Tk X HSR X KZB
= (KLB x KTB x KKBj X (FB x KB x WP] X Tk X (3,5% x HSBGN) X (KJ x WB)

3. Retribusi bangunan prasarana
= KDB X KBG X IBP X HSR X KZB
(KLB x KKB} X {FB x KB x WP) X IBP X (3.5% x HSBGN) X (KJ x WB)

4. Retribusi rehabilitas bangunan prasarana
= KDB X KBG X Tk XIBP X HSE X KZB
= [KLB x KKB)] X (FB x KB x WF) X Tk X IBP X {3,5% x HSBGN) X [KJ x WB)

Keterangan :

KDB . Koefisien Dasar Bangunan

KLB : Koefisien Lantal Bangunan

KTB : Koefisien Ketinggian Bangunan

KBG : Koefisicn Bangunan Gedung

e : Fungs Bangunan

KB :  Klasifikagi Bangunan

WP v Wakta Penggunaan

HSE . Harga Satuan (tarif) Retribusi

HSBGN : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bungo

Tk . Tingkal kerusakan (0,45 untuk kerusakan sedang, 0,65 untuk tnghkat
kerusakan berat)

IBP . Indeks Bangurnan Prasarana

KZB : Koefisien Zona Bangunan

K. . Klasifikasi Jalan

WP : Wilavah Bangunan



B. KOEFISIEN FERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IMB

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB|

1.

111,

KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

NO Luas Bangunan (M2 KOEFISIEN
1 Bangunan dengan luas s/d 36 m* 36,00
2 Rangunan dengan luas s/d 45 m? 45,00
3 Hangunan dengan luas s/d 75 m? 75,00
4 Bangunan dengan luas s/d 100 m* 100,00
5 Bangunan dengan luas s/d 150 m? 105,00
G Bangunan dﬂnéan luas s/d 200 m* 120,00
7 Hangunan r:lméan huas s/d 250 m? 125,00
5] Hangunan dengan luas s/d 300 m* 130,00
9 Bangunan dengan luas s/d 350 m’ 135,00
10_| Bangunan dengan luas s/d 400 m* 140,00
11 | Bangunan dengan luas s/d 450 m* 145,00
12 | Bangunan dengan luas s/d 500 m* 150,00
13 | Bangunan dengan luas s/d 600 m* 160,00
14 | Bangunan dengan Tuas s/d 700 m* 170,00
15 | Bangunan dengan luas &/d 800 m* 180,00
16 | Bangunan dengan luas s/d 1.000 m* 200,00
17 | Bangunan luas lebih dari 1,000; untuk setiap penambahan
luas 1 m*, koefisiennya ditambah 0,10

KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN (KTB|

NO Tingkat Bangunan KOOEFISLEN

1 | Rangunan 1 lantai 1,01

2 Bangunan 2 lantai 1,04

3 Bangunan 3 lantai 1,03

4 Hangunan 4 lantai 1,04

3 Bangunan 5 lantai L, 05

& Bangunan 6 laniai LM

i Fl.ﬁ.n!;;umm 7 1.|_1n1|:|i 1,07

[ Hangunan > 7 lantai; untuk setisp penambahan 1 lantad,
koefisiennya ditambah 0,1

KOEFISIEN KETINGGIAN BANGUNAN (KRB

N} Ketinggian Bangunan [M] KOOEFISIEN

1 Bangunan dengan tinggi s/d 10 m 1,010

2 F!H.n&unan dengan tinggi 8/d 20 m 1,150

3 | Bangunan dengan tinggi s/d J0 m 1,300
Bangunan > tinggi 30 m ; untuk setiap penambahan

% | ketinggian 1 m, koefisiennya ditambah 0,01




b. Koefisien Bangunan Gedung (KBG)

L FUNGSI BANGUNAN (FB)

NO | PARAMETER BOBOT INDEKS
1 | Humian 1,75 0,05
2 | Keagamaan 0 0,00
3 | Usaha 0,03 3,00
4 | Sosial dan Budava 0,09 1,00
I* 0 0,00
5 | Khusus 0.5 2,00
) g 0 A,00
6 | Ganda/Campuran 0,03 4,00
1 0 4,00
Catatarn:
I*  Bangunan gedung milik Negara
. KLASIFIKASI BANGUNAN (KB}
KO PARAMETER BOBOT PARAMETER INDEKS
l | Kompleksitas 0,25 Sederhana (3,40
0,25 Tidak sederhana 0,70
0,25 Khusus 1,00
2 | Permanensi 0,2 Diarurat (1,40
0.2 Semi permanen (1,70
0,2 Permanen 1,00
3 | Rasio Kebakaran 0,15 Rendah (¥,
(1,15 Sedang (.70
0,15 Timggi [,
3 | Zona Gempa 0,15 Zana L/ minor 0,10
0,15 Zona 11/ minor 0,20
0,15 Zona 1) sedang 0,40
0,15 Zona [V/sedang 0,50
0,15 Zona V[ kuat 0,70
0,l5 #ona V1 kuat 1,00
5 | Lokasi (kepadatan bangunan 0,1 Rendah 0,40
gedung) 0,1 Sedang 0,70
;1 Padat 10
6 | Ketinggian bangunan gedung 0.1 Rendah 0.40
a1 Sedang 0,7
0,1 Tingg: 1,00
7 | Kepemilikan 0,05 Negara/yvavasan (b4
0.05 Perorangan 0,70
0,05 Badan usaha 1,00

SWHSLH




. Waktu Penggunaan (WF)

N | PARAMETER BOBOT INDERS
1 | Sementara jangka pendek ] 0,40
2| Sementara jangka menengeh 1 0,70
3| Tetap 1 1,00
Catatan:

| Indeks 0,000 untuk prasarana bangunan pgedung keagamaan, rumah tinggal
tungpal, bangunan gedung kantor milik Negara;

2 Indeks rehahilitas/renovasi 1,000 pembangunan baru, 0,650 rusak berat, 0,450
rusak sedang.

c. Indeks Bangunan Prasarana (IBPj

M) JENIS PRASARANA BANGUNAN INDERS
I | Konstruksi Pembatas; | a. Pagar 1,00
Penahan/ Pe man o
/ Penga [ b. Tanggul/ retaining wall 1,00
c. Turap batas kavling/ persil 1,00
2 | Konstruksi penanda a, Gapurs 1,00
masuk lnkasi B ﬂf‘l’bﬂ 1.00
A Konstruksi perkerasan | a. Jalan 1,00
b. Lapangan updcam 1,00
¢, Lupangan olahraga terbulka 1,00
4 Konatruksi a. Jembatan 1,00
penghubung b, Bax culvert 1.00
3 | Konstruksi kolam / 4. Kolam renang 1,00
reserviol wah
il HRoah b. Kolam pengolahan ai 1.00
Reservair di bawah tanah 1
L Konstruksi menara g. Menara antena 1.00
. Menara reseruoir 1.00
. Cerobong 1,00
T Konstruksi monumen | a. Tugu 1,00
bh. Patung 1,00
B | Konstruksi instalasi/ | 8. Instalasi listrik 1,00
gardu h, Instolasi telepon/ komunikasi 1,00
c. Instalasi pengolahan 1.00
' ik 1,00
% | Konstruksi reklame;/ a, Billboard papan iklan
ol e b, Papan nama (berdiri sendiri 1,00

atau berupa tembok pagar

Oatatan

Indeks 0,000 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal
tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara;




d. Koefisien Zona Bangunan(KZB)

L. Klasifikasi Jalan (K.J)
WO Narmia Jalan Kooefizien Kererangan
1 falan Arteri WL Sudirmarn L1580 | par titik nol synpai batas Prov. Bumatera Harat
/Lntas Sumatera = dan sampat batas Kab, Merangin
2 Jalan Alverd W/ Partdmuaral i.150
1 | Jalan Lingkar (1. Sockarno- 1.150
Hatta)
4 Jalan Provinsi 1,125 | 1 JL Lintas Sumaters - Tunuh Sepenggal - Tanah
Tumbuh - Pelayvang -Peninjau
2 JL Lintas Sumatern - Rantay kil - Batas
Proving Somatera Barat
3  Smmpatig Sawmil - Batas Recametan Rimbo
Bujang Kah. Tebo
4 JL Peningau - Lubuk Mengkuang - THA | Hatas
Prov, Sumatera Barat)
& dJalan Kabupaten/ Jalan Kolektor 1,100 |1 Jalan Muara Bungs - Muars Buat
2 Jalan Muws Bungo - Unit | Kuamang Kuning -
Unit VIl Knamang Kuning - Batas Tebo
3 Jalan Lintas Sumaters - Unit | Ruamang
Kunin
4 Jalan Rantau kil - Pulau Batu
i udalan Lintas Sumatera -Pasar Lubuk Landai
& Jalan Kabupaten,/ Jalan Lokal 1,075
(7 | Julan Lingkungan 1,050
B Jalan Setapak Lotong 1.025
. Wilayah Bangunen (WB)
MO | Wilayah Hengunan Koelsief Keteramgan
1 | Wilavah | 1,100 1 Kecsmatan Pasar Muars Bunge
1,100 | 2 Kecamagan Rimbo Tengah
1,100 4  hecamptan Buango Dani
3| Wikyah 11 1,075 Kecamatan Fathin 1T
3 | Wilmyah 111 1,050 I Kecamatag Bethin [l Babeko
(I i 2  Kecamitan Tanah Sepenggsl Lintas
I, 7150 3 Kecamatan Jupihan
1,050 4 Keeamaran Pelepat
1,050 5 FEKecamminn Pebepat Tlir
4 | Wilayah IV 1025 |1 Kecamatan Jujuhan llir
1,U25 2  Recumatan Bathin [ Peleyang
1,025 3  Keeamaton Muke-Muko Bathin VI
1.025 4  Kecamntan Rantaw Pandan
1,025 5  Kecamatan Tanah Tumbualh
1,025 & Recamatan Bathin [T Ulu
1.025 7  RKecamatan Limbur Lubuk Mengkaang
1,025 &  Keeamatan Tanah Sepenggal




C. CONTOH PENETAPAN RETRIBUSI IMB

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jutan Pangsran Diponegoee Momar, 17 Teip (0747 7330454
MUARA BUNGO - 37714
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B. BENTUK DAN [S] SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

RAT AN RETRIB
NOMOR : 640/ fIMB/SKRD-DPEP/20...

Nama Walib Pajak Retribusi IMB
Alamat Wajib Pajak Retribusi

Ketetapan Retribusl ; Berdasarkan Perda No, 18 Tahun 2012
KODE - JUMLAH JUMLAH |
: ND | REKENING RAIAN UNIT Rp. RET,
I | 41.203.01 | Retribusi lzin Mendirikan
| Bangunan
: Terbilang : -
Muara Bungo,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepala Bidang Perumahan dan Pemakaman
PENERIMA N
MO TANGGAL IUMILAH [Rp.) EAM". TANDA TANGAN KET

Lembaran ke 1 Warna Putlh untuk Wajib Retribus:
- Lambaran ke 2 Warma Biru untuk Penarbit SKRD
- Lembaran ke 3 Warna Kuning untuk Dings Pendapatan Daerah
- Lembaran ke 4 Warna Merah Muda untuk Pemegang Kas




C. BENTUK DAN IS] SURAT S8ETOR RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGD SURAT SETORAN RETRIDUS] Nomor Lirug
DINAZ PERUMAHAN DAN KABAWAN PERMUKIMAN | DAERAH (SSRD| RETRIBUS]
i Fengeran Dipasegars Na. 17 Teljp @747 Ta31464 TEIN MENDIRTEAN BaRGLNAY
MUARA BUNGO tahyn
Bulan ¢

Mema : Telp, :
Alamat
NPWRD ;

Hatas Penyeloran Teralchir ;

Na

Rekening o Rincian Jumlah Ry

Dengan huruf: Nol Bupiah

L.

2,

PERHATIAN:

Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jambi Cabarg Muara Bungo alau Bendahera Penerimeg
paila Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rabupaten Bungo.

Surat Ketetapan ini dinvatakan lunas jiks disahkan /validasl Kas Register atau Cap/Tanda Tangan
Pejabat Bank Jumbi Cabang Muara Bungo/Pemegang Kas Daemah atau Bendahars Penerima pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Mermukiman Babupaten Bungo,

Terlambeat menyetor dard batas tangeal penyeloran terakhic dikenoakan denda sesuni dengan
Persturan Daerah yang berlaku.

Munra Changn,

Muara Bungo, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Penyeto: Permukiman Kabupaten Bungo
Kepada Yth. Ruangan uniuk terasn Kas/Register/ Tanda tangan /Cap

Kepala Cabang Bank Jambi Caebang | Pejabat Hank Jambl Cabang Muars Bungo

Muara  Bungo agar  menerima | Bendahara Penerima pada Dinas Perumahan dan Kawasan
penvetoran untuk keuntungan rekening | Permubkiman Kabupaten Dungo.

Pemegang Kas  Daerabh  Kabupaten
Bungo




D, BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 Pangeran Diponegoro No 17 Telp, (0747) 7331484
MUARA BUNGO - 37214
%

SURAT TEGURAN RETRIBUSI [ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Muara Bungo, ... e M
o H4TH
Nomor : Kepada
LMD | i i 3 4 R
Hal : Teguran Retribusi IMB WY s R e

Di-
Muara Bungo
Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bunge Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, melalui surat il kami
beritahukan bahwa berkaitan dengan Retribusi IMH vang Bapak/Ibu/Sdr wajib
selorkan, sampai saat ini Bapak/lbu/Saudara belum membavar Retribuisi
erscbut.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/ Sdr sepera membayar Retribusi
IMI3 sesuai dengan Swat Ketetapan Relibusi (SKRD) melalul Bank Jambi
kKantor Cabang Muam Bungn atau melalnl Bendabara Penerima Dinas
Perumahan dan Rawasan Permukiman Kabupaten Mungoe setiap har kerja.

Demikinn surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih,

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bungo



E. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I Pangeran Diponegoro Noo 17 Telp (0747) 7331454

MUARA BUNGO - 37214

— —— e —
Muara BUngo, ..o

Nomor Kepada Yth,

Lampiran : i ) O ROUP PRV

Perthal  : Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) Alamat

Diberitahukan bahwea tagihan Retribusi lzin Mendirikan Hangu;:_r-m saudara berdasarkan data
schagai berikut;

! No | Tanggal | Rincian Jumlah }raTng harus dibayar |

T E

Oleh karena itu, utang Retribusi IMB beserta bunganva agar segera dilunasi paling lambat 7
(tujuh) han sejak tanggal diterimanya surat ind,
Atas kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Diterima, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
TR s dd i sk s Permukiman Kabupaten Bungo
Wajib Retribusi
R
Tembusan :

Bendahara Penerima

(W=

H. MASHURI
!.'.IIKE TAHUI OLEH
GINAS PCRUMAHAN AN rAWASEN
e DITELIT! SESUAI KETENTUAN !i PERMUKIMAN IABUPATEN BUNGO

SEXRETARIS

| H_INDRA MARDIAN, ST, 1.5)
LY NIP 19680821 v9990d100d




